BAB |
PENDAHULUAN
Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan sosial ekonomi merupakan salah satu kebijakan
pembangunan nasional yang di antaranya meningkatkan kesejahteraan
rakyat secara berkelanjutan, adil dan merata serta menjangkau seluruh
rakyat Indonesia. Mengenai kesejahteraan rakyat, Pasal 28H ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya pada
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 28H ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di atas maka setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan
negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selama beberapa dekade, Indonesia telah menjalankan beberapa
program jaminan sosial antara lain Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN),
Asuransi Kesehatan (ASKES), dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI). Pelaksanaan program jaminan sosial
tersebut dinilai belum mencakup seluruh komponen masyarakat dalam

memberikan perlindungan yang adil dan memadai sesuai dengan
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manfaat program. Atas dasar tersebut, dengan mentransformasi program
jaminan sosial yang telah berjalan maka diterbitkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut
Undang-undang SJSN) yang penyelenggaraannya mencakup jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan
jaminan kematian melalui iuran wajib kepada badan penyelenggara yang
ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk
memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi
setiap peserta dan anggota keluarganya.

Melalui Undang-undang SJSN dan untuk merespon dinamika
perkembangan jaminan sosial, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya
disebut Undang-undang BPJS) yang melaksanakan program jaminan sosial
di seluruh Indonesia dengan 2 (dua) bentuk, yaitu BPJS Kesehatan yang
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Manfaat pelaksanaan BPJS kesehatan adalah menjamin kesehatan
yang bersifat pelayanan perseorangan melalui fasilitas kesehatan. Pasal 46
ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan menyatakan setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan
kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan
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obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan
medis yang diperlukan.

Pelayanan kesehatan promotif dilakukan untuk meningkatkan
kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan jalan
memberikan penyuluhan kesehatan, misalnya penyuluhan kesehatan
perorangan, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan
preventif ditujukan untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan
terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, misalnya imunisasi,
pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberian yodium, vitamin A dan
sebagainya. Pelayanan kesehatan kuratif ditujukan untuk merawat dan
mengobati anggota keluarga yang menderita penyakit dan masalah
kesehatan, misalnya perawatan dan pengobatan di puskesmas dan rumah
sakit. Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan upaya pemulihan
kesehatan bagi penderita misalnya penderita TBC, penyakit kusta dan lain
sebagainya.

Manfaat pelaksanaan BPJS kesehatan dilaksanakan pada fasilitas
kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud dinyatakan dalam Pasal 2
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional yaitu :

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupa fasilitas kesehatan

tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

! Nasrul Effendy,1998, Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penerbit Buku Kedokteran
EGC, Jakarta, him. 17-18.
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(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

a. Puskesmas atau yang setara;

b. Praktek dokter;

c. Praktek dokter gigi;

d. Klinik pratama atau yang setara; dan

e. Rumah sakit klas D Pratama dan setara.

(3) Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa:
a. Klinik utama atau yang setara;
b. Rumah sakit umum; dan
c. Rumah sakit khusus.
Fasilitas kesehatan juga diatur pada Pasal 67 Peraturan Presiden

Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan juga menyatakan

bahwa :

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program
jaminan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin
kerjasama dengan BPJS kesehatan.

(2) Fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS
kesehatan.

(3) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat

menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan.
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Hal ini dapat disimpulkan pelaksanaan BPJS kesehatan
dilaksanakan pada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun
fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan baik milik pemerintah maupun
swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(selanjutnya disebut FKTP) berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan
dasar berfungsi optimal sesuai standar kompetensinya dan memberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medik : Disebut juga dengan
sistem pelayanan kesehatan yang bekonsep Gatekeeper Concept. Dalam
konsep ini fungsi FKTP mempunyai empat fungsi, pertama kontak pertama
pelayanan (First Contact), yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
dikunjungi peserta setiap kali mendapat masalah kesehatan. Kedua
pelayanan berkelanjutan (Continuity), hubungan fasilitas kesehatan tingkat
pertama dengan peserta dapat berlangsung secara berkelanjutan/kontinyu
sehingga penanganan penyakit dapat berjalan optimal. Ketiga pelayanan
paripurna (Comprehensiveness), fasilitas kesehatan tingkat pertama
memberikan pelayanan yang komprehensif terutama untuk pelayanan
promotif dan preventif. Keempat koordinasi pelayanan (Coordination),
fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan koordinasi pelayanan dengan
penyelenggara kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada peserta sesuai kebutuhannya.?

Penyelenggaraan pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjutan (selanjutnya disebut FKRTL) lebih mengacu kepada fungsi-fungsi

2 BPJS kesehatan, 2019, Panduan praktis Gate Keeper Concept Faskes BPJS Kesehatan,
Badan Penyelenggara ~ Jaminan Sosial, 20 November 2019, https://bpjs-
[kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/6ce4a8a2b40534f8922b20381508ab5b.pdf]
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rumah sakit. Rumah sakit setidaknya mempunyai lima fungsi, pertama
harus ada pelayanan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan teraupeutik,
kedua rumah sakit juga harus memiliki pelayanan rawat jalan, ketiga rumah
sakit juga mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan,
keempat rumah sakit dapat melakukan penelitian di bidang kedokteran dan
kesehatan, kelima rumah sakit bertanggung jawab untuk program
pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat
disekitarnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan 2018

dan fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS 2019.

Tabel 1.1
Jumlah fasilitas kesehatan tahun 2018
No Fasilitas kesehatan Jumlah Ket
1 | Puskesmas 9.993
2 | Rumah Sakit 2.813
3 | Dokter Praktek Perorangan 8.876
4 | Dokter Gigi 2.104
5 | Klinik Utama 924
6 | Klinik Pratama 7.917

Sumber : Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018

Dari tabel 1.1 di atas jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2018

seperti Puskesmas berjumlah 9.993 unit, Rumah sakit berjumlah 2.813 unit,
Dokter praktek perorangan berjumlah 8.876 unit, Dokter gigi berjumlah
2.104 unit, klinik utama berjumlah 924 unit dan klinik pratama berjumlah

7.917 unit. Jumlah total fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia berjumlah

¥ Milton, Roemer dan Friedman dikutip oleh Tjandra Yoga Aditama, 2010, Manajemen
Administrasi Rumah Sakit, Ul Press Jakarta him. 5-6.

* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Data dan Informasi Profil Kesehatan
Indonesia 2018, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2019, 14 November
2019| https://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan- |
Informasi ProfiI-Kesehatan-Indonesia-2018.pdﬂ

> BPJS Kesehatan, 2019, Faskes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 14 November
2019, https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares/#/app/peta|
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32.627 unit. Seluruh fasilitas kesehatan ini merupakan penyelenggara
pelayanan kesehatan dan diharapkan melakukan kerjasama dengan BPJS.
Pada tabel di bawah ini, menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan

yang telah bekerjasama dengan BPJS 2019

Tabel 1.2
Jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS tahun 2019
No Fasilitas kesehatan Jumlah yang | Ket
berkerjasama
1 | Puskesmas 10.013
2 | Rumah Sakit 2.298
3 | Dokter Praktek Perorangan 5.253
4 | Dokter Gigi 1.202
5 | Klinik Utama 253
6 | Klinik Pratama 6.645
Sumber : Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

tahun 2019.

Dari tabel 1.2 di atas jumlah fasilitas kesehatan yang telah
bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2019 seperti Puskesmas berjumlah
10.013 unit, Rumah sakit berjumlah 2.298 unit, Dokter praktek perorangan
berjumlah 5.253 unit, Dokter gigi berjumlah 1.202 unit, Kklinik utama
berjumlah 253 unit dan klinik pratama berjumlah 6.645 unit. Jumlah total
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS berjumlah 25.664 unit

Keterlibatan fasilitas kesehatan dalam memberikan manfaat
pelaksanaan BPJS, berdampak pembayaran atas pelayanan yang dilakukan
berdasarkan standar tarif yang telah ditentukan. Pasal 1 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan menyebutkan :
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(1) Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar
dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat
pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

(2) Tarif non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS
kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

(3) Tarif Indonesian — Case Based Group yang selanjutnya disebut tarif
INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan
kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket pelayanan yang
didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

Dalam proses pembayaran fasilitas kesehatan juga harus
melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi. Kelengkapan administrasi
yang dimaksud, diatur melalui Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu:

(1) Untuk kepentingan pembayaran biaya pelayanan kesehatan, BPJS
kesehatan dapat meminta rekam medis peserta berupa ringkasan
rekam medis kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

(2) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit
memuat identitas pasien, diagnosis dan riwayat pemeriksaan dan

pengobatan yang ditagihkan biayanya.
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Rekam medis wajib dilaksanakan setelah pelayanan dilakukan pada
pasien, hal ini dinyatakan pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyatakan setiap dokter atau
dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam
medis. Melalui penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Rekam medis adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan pasien.
Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/IN1/2008 menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Rekam medis pada pasien rawat inap diatur pada Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ~ Nomor
269/MENKES/PER/111/2008 menyatakan bahwa isi rekam medis untuk
pasien rawat inap dan perawat satu hari sekurang-kurangnya memuat :

a.  ldentitas pasien;

b.  Tanggal dan waktu;

c.  Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat
penyakit;

d.  Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e.  Diagnosis;

f. Rencana penatalaksanaan;
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g. Pengobatan dan/atau tindakan;
h.  Persetujuan tindakan bila diperlukan;
I. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
J. Ringkasan pulang (discharge summary);
k.  Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan
tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
l. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan
m.  Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.
Selanjutnya, resume medis atau ringkasan medis adalah ringkasan
seluruh perawatan dan pengobatan yang telah dilakukan oleh tenaga
kesehatan, dan harus ditandatangani oleh dokter yang merawat pasien.
Informasi yang terdapat dalam lembaran resume terdiri dari jenis perawatan,
reaksi tubuh pada pengobatan, kondisi saat pulang dan tindak lanjut setelah
pasien pulang. Tujuan dibuatnya resume ini salah satunya adalah untuk
memenuhi permintaan badan-badan resmi atau perorangan tentang
perawatan seseorang pasien, misalnya dari perusahaan asuransi atas
persetujuan pimpinan.®
Kelengkapan resume medis atau ringkasan medis dinyatakan dalam
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/MENKES/PER/I11/2008 yaitu isi ringkasan pulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. ldentitas pasien

b.  Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat

® Fera Retno Mangentang, 2015,  Kelengkapan Resume Medis dan Kesesuaian Penulisan
Diagnosis Berdasarkan ICD-10 Sebelum dan Sesudah JKN di RSU Bahteramas”, Administrasi
Rumah Sakit, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2015, him. 162.
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c.  Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir,
pengobatan, dan tindak lanjut; dan

d. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan
pelayanan kesehatan.

Berdasarkan prapenelitian penulis di RSUD Sungai Dareh dengan
melakukan wawancara dengan Kepala instalasi Rekam Medis di RSUD
Sungai Dareh, Bapak drg. Dedi Firman menjelaskan RSUD Sungai Dareh
telah bekerja sama dengan BPJS, sehingga RSUD Sungai Dareh berhak
menerima manfaat atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta BPJS
yaitu menerima pembayaran klaim yang diajukan setiap bulan. Namun
klaim pembayaran atas pelayanan yang telah dilakukan tidak seluruhnya
dapat diterima oleh BPJS. Masih ditemukan kurangnya kelengkapan
dokumen, keterisian dan ketepatan dalam pengkodean penyakit pada resume
medis yang diberikan olehn RSUD Sungai Dareh. Dari layanan rawat jalan
dan layanan rawat inap kurangnya kelengkapan syarat klaim yang sering
terjadi antara lain, tidak adanya tanda tangan dokter penanggung jawab
pasien dalam resume medis, diagnosa dan kode penyakit tidak sesuai, bukti
layanan penunjang seperti hasil laboratorium tidak dilampirkan sebagai
mana telah diatur melalui Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/111/2008 tentang Rekam
Medis. Dengan tidak lengkapnya persyaratan tersebut maka pihak asuransi

dalam hal ini BPJS tidak dapat membayarkan klaim yang yang diajukan.’

" Hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Rekam Medis RSUD Sungai Dareh Tanggal 22
Juli 2020, Jam 10.00 wib.
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Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di
atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269
Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Terhadap Klaim BPJS di RSUD Sungai
Dareh.

Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis terhadap
klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh ?

2.  Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008
tentang rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh ?

3. Bagaimana upaya dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis
terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis
terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh.

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam Implementasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun
2008 tentang rekam medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai

Dareh.
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3. Untuk menganalisis upaya dalam Implementasi Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam
medis terhadap klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh.

D. Manfaat Penelitian

1.  Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum kesehatan pada
khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
dalam bentuk kajian terhadap pelaksanaan peraturan dalam upaya
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis
Sebagai masukan bagi RSUD Sungai Dareh untuk dikaji secara
profesional sehingga tidak ada penundaan klaim dari BPJS.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.  Kerangka Teoritis

a.  Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai
kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan
sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut
sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam
hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian,
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sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah
jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut
hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat
dilaksanakan.?

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum
tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap
orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif,
individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan
bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum
dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan
perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan
dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.” Persyaratan
internal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan konsep yang digunakan.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu
yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk

peraturan perundang-undangan.
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau

tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-

8 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta,
him. 160.
® Fernando M Manulang, 2007,Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, him. 95.
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undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan
memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang
mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan
perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.
Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak
saling bertentangan antara satu dengan yang lain.*°
Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan
hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang
berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa
hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas,
maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya
kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di
dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat
memahami makna atas suatu ketentuan hukum.
b.  Teori Efektifitas Hukum

Di dalam teori-teori hukum, berlakunya hukum sebagai kaedah

biasanya di bedakan antara tiga macam hal. Hal berlakunya kaedah-

1% pid, him. 39.
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kaedah hukum tersebut disebut sebagai “gelding”. Tentang hal

berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :

1) Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatanya (Han
Kelsen), atau berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan,
atau apabila menunjukan hubungan keharusan antara suatu
kondisi dan akibat.

2) Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah
tersebut efektif, artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga
masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena
diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan).

3) Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.**
Bila ditelaah secara mendalam agar kaedah hukum dapat

berfungsi dengan baik ketiga unsur di atas harus terpenuhi. Hukum

dapat ditegakan dengan adanya penegak hukum. Secara sosiologis
setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan
peranan (rule), dimana kedudukan tersebut merupakan wadah yang
berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban
tadi merupakan peranan.*?

Hukum dapat ditegakan dengan baik jika ada kekuasaan untuk

melaksanakanya, Moctar Kusumaatmaja dalam sebuah bukunya

1 Soejono Soekanto, 1980, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Press, him 13.
*2 Ibid, him 2.
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mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,
sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.*®

Tidak efektifnya sebuah peraturan, bisa disebabkan karena isi
dari Undang-Undang atau suatu peraturan itu sendiri yang tidak
dipahami, aparatnya yang tidak konsisten dalam melaksanakan
peraturan tersebut, atau masyarakat pengguna peraturan itu sendiri
yang tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut. Apabila
peraturan itu dilaksankan dengan baik, maka dikatakan efektif.
Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan tidak
perlu adanya penafsiran, aparat penegakan peraturan tersebut secara
konsisten dan masyarakat yang terkena peraturan tersebut juga
mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisa tentang hal
tersebut yaitu teori efektivitas hukum.™

Di antara para ahli yang mengemukakan teori efektifitas dalam
suatu penelitian hukum yaitu Soerjono Soekanto yang berpendapat
bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan
hukum, yakni :
a) Faktor hukum yakni Undang-Undang atau peraturan
b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan

menerapkan hukum

c) Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

3 Muchtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung,
Alumni, him 13.

4 salim HS, dkk, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,
Cetakan ke-1, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, him 301.
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d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut
diterapkan

e) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.*®

Menurut Soerjono Soekanto hukum diposisikan sebagai sarana
pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku
secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif.
Hukum dianggap mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan
perilaku masyarakat.

Dari uraian di atas, masalah pelaksanaan rekam medis di RSUD
Sungai Dareh dalam Klaim BPJS dapat dilihat dari aspek
sosiologisnya.

c.  Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan semua aturan-aturan yang berkenan
dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh
subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik™.

Indroharto dalam Salim menyatakan pengertian wewenang
dalam arti yuridis yaitu suatu kemampuan yang diberikan oleh
peraturan per Undang-Undangan yang berlaku untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum.” Kewenangan selalu berkaitan dengan
kekuasaan yang diperoleh secara hukum, maka kewenangan tidak

lepas dari teori hukum (the rule of law). Salah satu unsur penting dari

Soerjo Nomor Soekamto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajwali Pers, Jakarta, him 8.

16 Ridwan HR, 2008, Hukum administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 110
7" salim, 2013, penerapan teori hukum pada penelitian tesis, dan disertasi , raja grafindo
persada, Jakarta, him 185.
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negara hukum adalah terdapatnya azas legalitas, azas mana
diwujudkan dalam wet matigheid van bestuur. Azas legalitas
mengandung makna bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan
oleh satu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka semua
aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat
mempengaruhi keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.*®
Wewenang merupakan hal yang mendasar dari tindakan hukum
tata negara dan hukum administrasi negara, dimana organ pemerintah
baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang
diperolehnya artinya rechmatigheid atau onrechtmatigheid-nya
tindakan pemerintah ditentukan oleh wewenang dan peraturan
perUndang-Undangan.® Wewenang dalam hukum tata negara dan
hukum administrasi negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum,
Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan

kekuasaan.?®

Menurut Sadjijono yang dikutip Nomensen Sinamo,
wewenang tidak dapat disamakan dengan istilah bevoegdheid dalam
kepustakaan hukum Belanda karena kedua istilah tersebut memiliki
perbedaan yang mendasar terutama berhubungan dengan karakter

hukumnya. Bevoegdheid dipakai didalam konsep hukum publik dan

konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam

% Indroharto, 1990, Usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan tata usaha

negara, buku | cet. Ke 9, Sinar Harapan, Jakarta, him 58.

9 yuslim, 2014, Ringkasan Disertasi Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Dasar tahun
1945, Program Doktor 1lmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Umum Universitas Andalas.

2 Victor Imanuel W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil, Kajian Pembentukan dan Uji
Materil peraturan kebijakan Indonesia, Setara Pers, Malang.
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konsep hukum publik saja.?* Fokus kajian teori kewenangan berkaitan
dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan
perbuatan hukum baik dalam hubungannya dengan hukum publik
ataupun dalam dengan hukum privat.?

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan adalah
kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara
negara lainya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Ketentuan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara mengenai kewenangan dalam mengambil
keputusan dan/atau tindakan secara atribusi, delegasi, mandat diatur
lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional vyaitu
undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014
tentang administrasi pemerintahan.

Pasal 11

Kewenangan pemerintahan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

dan/atau Mandat.

Pasal 12

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh

wewenang melalui atribusi apabila :
a) Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;

L' Nomensen Sinamo, 2014, Hukum Administrasi Negara ; suatu kajian kritis tentang
birokrasi negara, Jala Permata Aksara, Jakarta him 103
22 :
Ibid
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b) Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
dan

c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau pejabat
pemerintahan.

(2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh
wewenang melalui atribusi bertanggung jawab atas
kewenangan berada pada Badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Pasal 13

(1) pendelegasian  kewenangan  ditetapkan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau
pejabat pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan
delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah
diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dengan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat
apabila :
a) Ditugaskan oleh atasan kepada bawahan; dan
b) Merupakan pelaksanaan tugas rutin

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana di
maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. Pelaksanaan harian yang melaksanakan tugas rutin dari

pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap

(3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat memberikan
mandat kepada badan dan/atau pejabat menerintahan lain
yang menjadi bawahannya kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima
mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau
pejabat pemerintahan yang memberikan mandat.

(5) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan
mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah
diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Menurut Salim,®? terdapat 3 macam kewenangan yang
bersumber dari peraturan perUndanga-Undangan yang meliputi :

1)  Atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-
Undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada
ataupun yang baru sama sekali;

2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh
organ pemerintahan kepada organ lain dalam delegasi
penyerahan, apa yang semula kewenangan si a, untuk
selanjutnya menjadi kewenangan si b. Kewenagan yang telah
diberikan atau didelegasikan oleh pemberi delegasi selanjutnya
menjadi tanggung jawab penerima wewenang; dan

3) Mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru ataupun
pelimpahan wewenang, tanggung jawab kewenangan atas dasar
mandat, tidak beralih pada penerima mandat.

F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek, yang dikutip oleh Salim,**
mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh
kewenangan melalui :

a)  Atribusi berkenaan dengan penyerahan kewenangan baru; dan

b) Delegasi menyangkut kewenangan yang telah ada oleh organ
yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada orang
lain; jadi seara logis selalu didahului oleh atribusi. Kedua cara

organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu dijadikan

2 salim, Op. Cit., him 193-194

2 1bid.
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dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur

negara dalam menjalankan kewenanganya.

Penadapat lain menyatakan cara memperoleh wewenang melalui

2 cara yakni :

(1) Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan
(besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang
dalam arti materil. Atribusi dikatakan sebagai suatu cara normal
untuk memperoleh wewenang pemerintah, sehingga tampak
jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi adalah
kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung
dari peraturan perUndang-Undangan utamanya Undang-Undang
Dasar. Artinya atribusi adalah timbulnya kewenangan baru yang
sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ
pemerintah bersangkutan.

(2) Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk
membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain.
Penyerahan berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari
yang memberi delegasi kepada penerima delegasi. Suatu
delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain :

(@) Delegasi harus defenitif artinya pemberi delegasi tidak
dapat lagi menggunakan sendiri wewenangan yang telah
dilimpahkan;

(b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan  peraturan

perUndng-Undangan, artinya delegasi hanya
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dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam
peraturan perUndang-Undangan;

(c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan
hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

(d) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya
memberi delegasi berwenang untuk meminta penjelasan
tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan

(e) Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi
memberikan instruksi atau petunjuk tentang penggunaan
wewenang tersebut. Sedangkan mandat diartikan suatu
pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan itu
bermaksud memberi kewenangan kepada bawahan untuk
membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi
mandat, bertindak atas nama pemberi mandat. Tanggung
jawab tidak berpindah kepada mandataris melainkan
tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.
Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan
oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penerima
mandat adalah tanggung jawab si pemberi mandat.”®

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang sekurangnya

menpunyai 3 komponen yakni : %°
1)  Komponen Pengaruh yaitu bahwa penggunaan wewenang

dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum;

2 1bid., him 194-196
% pid.,hlm 196
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2)  Komponen dasar hukum adalah wewenang itu selalu harus
ditunjukan dasar hukumnya; dan

3) Komponen informasi hukum bermakna adanya standar
wewenang, yakni standar umum untuk semua jenis wewenang
dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Setiap wewenang dibatasi oleh isi dan materi wewenang,
wilayah wewenang, dan waktu. Jika wewenang yang dilaksanakan
melebihi batas tersebut maka yang akan timbul kondisi-kondisi
berikut :*’

a)  Ketidakwenangan karena materi (onbevoegdheid ratione
materiae) yaitu pemerintah oleh peraturan perundang-undangan
tidak diberikan wewenang melakukan tindakan yang
dilakukannya. Misalnya, seorang bupati/walikota tidak
berwenang untuk mencabut Peraturan Daerah karena peraturan
daerah hanya dapat dicabut oleh peraturan daerah yang dibuat
olen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan
bersama bupati/walikota.

b) Ketidakwenangan karena pemerintah tidak berwenang
melakukan  tindakan  pemerintah  diwilayah  tersebut
(onbevoegdheid ratione loci), misalnya, Pemerintah kota
Surakarta tidak berhak untuk membuat Peraturan Daerah yang
mengatur tata ruang wilayah yang mencakup wilayahnya

termasuk wilayah kabupaten Wonogiri.

2 Viktor Imanuel W. Nalle, Op. Cid, him 24
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c) Ketidakwenangan pemerintah karena terlampauinya batas waktu
(onbevoegdheid ratione temporis). Contoh, tindakan pemerintah
dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang tidak berlaku lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kepastian
hukum vyang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, teori
efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan
teori kewenangan yang dikemukakan oleh Indroharto

2.  Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi-definisi tertentu yang dapat
dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengelolaan dan
analisis bahan hukum. Kerangka konseptual merupakan kerangka
yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.”®
a. Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah

penerapan atau pelaksanaan, sedangkan menurut salah seorang

ahli yaitu Budi Winarno mendefinisikan implementasi adalah
tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok
individu yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya®

%8 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, him 132.

9 7akky, 2018, Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum,
[http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/diakses|7 desember 2019 jam 17.45 wib

UNI VERSI TAS BUNG HATTA


http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/diakses

28

b. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
seorang Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang
tugasnya.*
Perundang-undangan yang menyebut mengenai jenis perundang-
undangan yang dapat dibentuk oleh menteri adalah penjelasan
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 yang menyatakan Peraturan Menteri adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan
dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan®

c. Rekam Medis
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/I11/2008 menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien.

% Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Manajemen Informasi Kesehatan 1V:
Etika profesi dan Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, him 45

3! Tesano, 2012, Hirarkhisitas kedudukan peraturan menteri dan peraturan daerah dalam
sistem peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari undang-undang nomor 12 tahun 2011, 6
Agustus 2020, https://media.neliti.com/media/publications/209793-hirarkhisitas-kedudukan-
peraturan-menter.pdf
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d. Klaim

Dalam web page kbbi klaim adalah Tuntutan pengakuan atas
suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai)
atas sesuatu, atau pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran
sesuatu bahwa itu miliknya.*

Perihal pengajuan klaim atau mengklaim adalah meminta atau
menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu
organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya) berhak
memiliki atau pempunyai hak atas sesuatu, atau menyatakan
suatu fakta kebenaran sesuatu.

e. BPJS

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, pada Pasal 1 ayat (1)
menyatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat
BPJS adalah badan hukum vyang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbagi menjadi
2 (dua) jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan tugas

utamanya adalah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan

%2 KBBI, 2020, Klaim, 6 Agustus 2020[https://kbbi.web.id/klaim]
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Nasional (JKN) bagi warga negara Indonesia. Pelayanan
kesehatan yang dijamin oleh BPJS mencakup pelayanan
promotif , preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk
pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan
medis yang diperlukan. BPJS Ketenagakerjaan yang
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.*

f. Rumah Sakit
Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah Sakit
adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu
meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau
oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya.

F.  Metode Penelitian
1.  Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan

yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan

% Shoraya Yudithia, M.Fakih, Kasmawati, 2018, “Perlindungan terhadap Peserta BPJS
Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, Pactum Law Journal, Volume I, Nomor
2 tahun 2018, him. 165.
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bahan hukum kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya,
kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.®
Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kaitan
hukum positif dengan masalah yang diteliti. Alasan menggunakan
metode ini adalah agar dapat menjawab permasalahan yang akan
diteliti, baik yang bersumber dari literatur-literatur yang ada, sampai
melakukan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk
mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Terhadap
Klaim BPJS di RSUD Sungai Dareh.
2. Sifat Penelitian
Menjelaskan penelitian deskriptif analitis adalah suatu bentuk
penelitian yang menggambarkan gambaran tentang permasalahan dan
pembahasan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis®.
3. Lokasi Penelitian
Untuk  mempersempit ruang lingkup serta  mempertajam
permasalahan, penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat
penting. RSUD Sungai Dareh merupakan rumah sakit yang telah
bekerjasama dengan BPJS, sehingga berhak menerima pembayaran
atas klaim yang diajukan setiap bulannya. Namun pembayaran klaim
atas pelayanan yang telah dilakukan kepada peserta BPJS tidak

seluruhnya dapat dibayarkan sehingga menyebabkan klaim pending.

% Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo, Jakarta him.133

% Soerjono Soekanto, 2013, Metode Penelitian Hukum Sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta,
him.57.
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Hal ini disebabkan oleh kurangnya kelengkapan, keterisian dan

ketepatan pada resume medis. Oleh karena itu, lokasi penelitian

dilakukan pada RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

4.  Jenis Data

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian
di lapangan, melalui wawancara dengan informan secara
mendalam. Informan tersebut yaitu Bapak drg. Dedi Firman
selaku Kepala Instalasi Rekam Medis dan Ibu Ramona selaku
kepala ruangan rekam medis RSUD Sungai Dareh.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi penelitian
kepustakaan, Data sekunder biasanya berwujud data
dokumentasi atau data laporan yang tersedia, yaitu diperoleh
dari Instalasi Rekam Medis RSUD Sungai Dareh. Data sekunder
antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

5.  Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Dalam kegiatan pengumpulan data, metode penelitian data yang
peneliti gunakan dengan melakukan wawancara yaitu
komunikasi langsung antara peneliti dangan orang yang diteliti

atau responden.® Wawancara tersebut dilakukan dengan Kepala

% Burhan Burgin, 2001, Meotode Penelitian Kualitatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta,
him.34.
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Instalasi Rekam Medis serta Kepala Ruangan rekam medis
RSUD Sungai Dareh. Alat pengumpulan data yang digunakan
peneliti adalah daftar wawancara yang berbentuk semi
tersruktur, dimana pertanyaanya bisa berubah jumlahnya sesuai
dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini
proses wawancara dilakukan dengan merekam dan alat rekam
dan alat tulis yang selanjutnya peneliti susun secara sistematis
untuk mempermudah analisis data yang diperoleh.

b. Studi Dokumen
Studi Dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan
cara mempelajari bahan perpustakaan, dan literatur-literatur
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku
mengenai permasalahan yang diteliti.*’

6.  Tehnik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode

kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data yang diteliti kemudian

diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat untuk

memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan.®

%7 Zainudin Ali, 2009, Metode Penlitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him.80.
% Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis
dan Disertasi, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, him. 19.
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